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ABSTRAK 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa 

perubahan penting dalam praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, khususnya 

terkait diperbolehkannya pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa 

perkawinan. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya praktik perjanjian 

pemisahan harta yang dibuat di hadapan notaris oleh pasangan suami istri yang 

telah menjalani masa perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik 

perjanjian pemisahan harta di Kantor Notaris Kabupaten Bantul, menelaah isi dan 

klausul perjanjian yang dibuat, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-

prinsip perjanjian dan perlindungan hukum. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan yuridis-empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh 

melalui wawancara dengan notaris di Kabupaten Bantul serta didukung oleh studi 

kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan 

literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada 

prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum perdata serta konsep perlindungan hukum 

dalam hubungan keperdataan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, praktik perjanjian 

pemisahan harta telah dilakukan di Kantor Notaris Kabupaten Bantul dan 

mengalami peningkatan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015, terutama dari pasangan yang telah berada dalam masa 

perkawinan. Kedua, isi dan klausul perjanjian pemisahan harta bersama pada 

umumnya mengarah pada pemisahan terhadap harta yang diperoleh setelah 

perjanjian dibuat, sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku surut dan hanya 

menimbulkan akibat hukum ke depan. Ketiga, praktik perjanjian pemisahan harta 

yang dilakukan di Kantor Notaris Kabupaten Bantul, sebagaimana tercermin 

dalam beberapa perjanjian yang dikaji, telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas 

itikad baik, asas pacta sunt servanda, dan asas kepribadian. Keempat, praktik 

perjanjian pemisahan harta tersebut juga berfungsi sebagai upaya perlindungan 

hukum bagi para pihak, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas 

kepemilikan harta, membuka akses kepemilikan aset bagi pasangan perkawinan 

campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta 

menjaga kejelasan penghasilan dan tanggung jawab keuangan masing-masing 

pihak. 

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Pemisahan Harta, Notaris. 
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ABSTRACT 

 Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 brought about 

significant changes in the practice of marriage agreements in Indonesia, 

particularly with regard to allowing the creation of property separation 

agreements during marriage. This change has led to an increase in the practice of 

property separation agreements made before a notary by married couples who 

have been married for some time. This study aims to examine the practice of 

property separation agreements at the Bantul District Notary Office, review the 

content and clauses of the agreements made, and analyze their conformity with 

the principles of agreement and legal protection. 

 This study is field research with a legal-empirical approach and is 

descriptive and qualitative in nature. Data was obtained through interviews with 

notaries in Bantul Regency and supported by a literature study of relevant laws, 

court decisions, and legal literature. The analysis focused on the principles of 

agreements in civil law and the concept of legal protection in civil relations. 

 The results of the study show that, first, the practice of property separation 

agreements has been carried out at the Bantul District Notary Office and has 

increased after the enactment of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-

XIII/2015, especially among couples who have been married for some time. 

Second, the content and clauses of joint property separation agreements generally 

lead to the separation of property acquired after the agreement was made, so that 

the agreement is not retroactive and only has legal consequences going forward. 

Third, the practice of property separation agreements carried out at the Bantul 

Regency Notary Office, as reflected in several agreements that were reviewed, has 

been in accordance with the principles of agreement, particularly the principles of 

freedom of contract, consensualism, good faith, pacta sunt servanda, and 

personality. Fourth, the practice of property separation agreements also serves as 

a means of legal protection for the parties, particularly in providing legal 

certainty regarding property ownership, opening up access to asset ownership for 

mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals, and 

maintaining clarity regarding the income and financial responsibilities of each 

party. 

Keywords: Marriage, Property Separation Agreement, Notary.  
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MOTTO 

 

“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu, 

dan Kami telah menghilangkan darimu bebanmu, 

yang memberatkan punggungmu, 

dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. 

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, 

sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu kebajikan), 

tetaplah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), 

dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 

(Q.S. Al-Insyirah: 1-8) 

 

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang tidak pernah jatuh, melainkan milik 

mereka yang bangkit setiap kali terjatuh.” 

(Buya Hamka) 

 

 “Proses ini memang melelahkan, tetapi berhenti bukan bagian dari pilihan.”
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sebuah lembaga sosial yang tunduk pada 

ketentuan hukum diberbagai negara.1 Menurut ketentuan hukum adat di 

Indonesia, perkawinan pada umumnya tidak hanya dimaknai sebagai suatu 

ikatan dalam ranah perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat serta berfungsi 

sebagai perikatan kekerabatan dan hubungan ketetanggaan.2 Perkawinan 

bukan sekadar hubungan personal antara dua individu, melainkan institusi 

yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang luas. 

Secara umum, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang didasarkan kepada Tuhan. 

Selain menciptakan ikatan fisik dan emosional antara suami dan istri, 

pernikahan juga memiliki konsekuensi hukum yang mencakup hak dan 

kewajiban diberbagai bidang, seperti aspek kepemilikan serta pengelolaan 

harta benda.3 Namun dalam praktiknya, mayoritas individu yang menjalani 

perkawinan umumnya tidak mempertimbangkan secara serius implikasi

 
 1 Rizki Nurdiansyah, dkk., “Hukum tentang Perkawinan (Perbandingan antara KUH 

Perdata Indonesia, Inggris dan Amerika,” Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 1, No. 2 

(2023), hlm. 2. 

 2 M. Hilman dan Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, 

Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8. 

 3 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam 

dan Hukum Adat,” Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 413. 
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hukum terhadap harta kekayaannya, karena mereka cenderung lebih 

menekankan pada aspek hukum keluarga. Kondisi ini dapat dipahami, 

mengingat perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk keluarga yang 

harmonis, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan kehidupan keluarga, 

yang memerlukan keberadaan harta benda dalam perkawinan tersebut.4 

Dengan dilangsungkannya perkawinan oleh suami dan istri, maka 

timbul akibat hukum bagi keduanya, salah satunya berkaitan dengan harta 

dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa melalui perkawinan, harta 

dalam hubungan mereka secara otomatis menjadi satu kesatuan.5 Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa hukum secara default menghendaki adanya 

pencampuran harta, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian. Tanpa adanya 

pengaturan yang jelas mengenai pemisahan harta, khususnya dalam hal 

perceraian maupun kematian, potensi sengketa menjadi semakin besar. Untuk 

mengantisipasi risiko tersebut, sebagian pasangan memilih membuat 

perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta.6 

Dalam praktiknya, meningkatnya angka perceraian di Indonesia 

turut memperlihatkan bahwa persoalan harta bersama merupakan salah satu 

isu yang paling sering memicu adanya sengketa. Berdasarkan data pada tahun 

 
 4 J. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, (Yogyakarta: Laksbang 

Grafika, 2012), hlm. 1. 

 5 Dewi Mulyati, “Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga 

Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing,” Jurnal IUS, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 265. 

 6 Febrina Vivianita Cathy Roring, “Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian 

Perkawinan,” Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No.3 (2014), hlm. 20. 
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2024, tercatat lebih dari 446 ribu kasus perceraian di Indonesia yang 

ditangani Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) 

Mahkamah Agung. Angka tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukan 

lagi fenomena yang bersifat insidental, melainkan realitas sosial yang 

signifikan, Dalam situasi demikian, persoalan pembagian harta bersama kerap 

menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih lemah, khususnya 

perempuan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.7 Hal ini mempertegas 

urgensi keberadaan perjanjian pemisahan harta sebagai instrumen 

perlindungan hukum terhadap hak atas harta pribadi. 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengatur bahwa, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan, seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan 

merupakan harta milik bersama.8 Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata juga menyebutkan bahwa harta yang dibawa masing-masing pihak ke 

dalam perkawinan pada dasarnya bercampur menjadi harta bersama, yang 

hanya dapat dipisahkan melalui perjanjian.9 Ketentuan ini menegaskan bahwa 

hukum membuka ruang bagi para pihak untuk mengatur sendiri hubungan 

harta kekayaannya, sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang 

ditentukan. 

 
 7 Bincang Perempuan, https://bincangperempuan.com/perceraian-meningkat-solusinya-

revisi-uu-atau-perbaikan-struktural/ diakses pada 23 September 2025 Pukul 09.30 WIB. 

 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29. 

 9 Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang 

dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” Jurnal Privat Law, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 85. 

https://bincangperempuan.com/perceraian-meningkat-solusinya-revisi-uu-atau-perbaikan-struktural/
https://bincangperempuan.com/perceraian-meningkat-solusinya-revisi-uu-atau-perbaikan-struktural/
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Perjanjian Perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh 

dua pihak, yaitu calon suami dan calon istri. Perjanjian perkawinan yang 

dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan biasanya disebut perjanjian pra-

nikah atau Prenuptial Agreement, yakni suatu kesepakatan yang disusun 

sebelum akad perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan, pada mulanya pembuatan perjanjian 

perkawinan hanya diperbolehkan untuk dilakukan pada saat atau sebelum 

perkawinan berlangsung. pembatasan tersebut menutup kemungkinan bagi 

pasangan sumi istri untuk membuat perjanjian dalam masa perkawinan, 

sehingga menimbulkan persoalan ketika kebutuhan hukum baru muncul 

setelah perkawinan berjalan cukup lama. 

Kondisi tersebut kemudian mendorong diajukannya judicial review 

oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga 

Negara Asing (WNA) kepada Mahkamah Konstitusi, yang kemudian 

melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

Putusan ini menjadi titik balik penting karena memberikan peluang bagi 

pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan meskipun 

perkawinan telah berlangsung. Sejak saat itu dikenal istilah Postnuptial 

Agreement sebagai bentuk perjanjian yang dibuat dalam masa perkawinan.10 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa implikasi baru 

dalam praktik, terutama bagi para pasangan yang telah menikah bertahun-

 
 10 Farras Nafisa dan Susilowati Suparto, “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian 

Perkawinan yang Dibuat oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan 

Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015,” Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 30. 
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tahun dan telah memiliki harta bersama. Dalam kondisi demikian, harta 

dalam perkawinan seringkali telah bercampur antara harta bawaan, harta 

pribadi, dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketika pasangan 

hendak membuat perjanjian pemisahan harta di tengah masa perkawinan, 

muncul pertanyaan krusial mengenai harta mana yang masih dapat 

dipisahkan, bagaimana status harta yang sudah digunakan bersama, serta 

bagaimana kedudukan aset yang telah dialihkan, diwariskan, atau dijadikan 

objek hubungan hukum sebelum perjanjian dibuat. Kompleksitas seperti ini 

mulai tampak di lapangan setelah diberlakukannya putusan tersebut. 

Selain kompleksitas mengenai status harta, notaris juga berhadapan 

dengan berbagai latar belakang dan motif dari para pihak yang mengajukan 

perjanjian pemisahan harta. Permohonan tersebut tidak selalu berkaitan 

dengan perceraian, melainkan berkaitan dengan kebutuhan administratif, 

kepentingan usaha, perlindungan terhadap risiko utang, maupun kepentingan 

hukum lainnya. Variasi motif ini menunjukkan bahwa perjanjian pemisahan 

harta dalam masa perkawinan memiliki dimensi yang lebih kompleks, 

terutama karena tidak semua pasangan memahami ketentuan hukum yang 

berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. 

Di Kabupaten Bantul, fenomena permohonan pembuatan perjanjian 

pemisahan harta menunjukkan adanya respons masyarakat terhadap 

perubahan regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun 

jumlahnya tidak besar dan hanya ditangani oleh beberapa kantor notaris 

tertentu, keberadaan permohonan tersebut mengindikasikan kebutuhan praktis 
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yang riil. Fakta bahwa pasangan yang telah menikah beberapa tahun 

mengajukan permohonan ini menunjukkan bahwa dinamika hukum 

perkawinan terus berkembang mengikuti kebutuhan para pihak. 

Permasalahan ini semakin relevan karena hingga saat ini belum 

terdapat pedoman teknis yang secara rinci mengatur bagaimana mekanisme 

pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan. Interprestasi 

mengenai ruang lingkup harta yang dapat dipisahkan serta perlakuan terhadap 

harta yang telah bercampur sangat bergantung pada kebijakan dan kehati-

hatian masing-masing notaris. Perbedaan praktik tersebut berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penerapan. 

Kajian mengenai perjanjian pemisahan harta yang dibuat dalam 

masa perkawinan juga masih relatif terbatas, khususnya pada aspek 

implementasi di kantor notaris. Sebagian besar penelitian lebih banyak 

berfokus pada kajian normatif atau perjanjian pra-nikah, sementara dinamika 

pembuatan perjanjian dalam masa perkawinan belum banyak dikaji secara 

empiris. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan 

menganalisis praktik pembuatan perjanjian pemisahan harta serta pemahaman 

notaris terhadap batasan hukum dan kebutuhan para pihak. 

Melihat adanya perubahan regulasi, dinamika praktik, serta potensi 

ketidakpastian hukum yang menyertainya, penelitian mengenai perjanjian 

pemisahan harta dalam masa perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. 

Penelitian ini menggambarkan bagaimana konsep dan implementasinya di 
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lapangan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip perjanjian dan 

perlindungan hukum. 

Selain itu, peran notaris sangat penting dalam pelaksanaan 

perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan sebagai suatu 

perbuatan hukum melibatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang 

membuat akta autentik guna menjamin kepastian hukum. Tanggung jawab 

notaris dalam penyusunan akta perjanjian perkawinan, merujuk pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terbatas pada aspek 

formalitas akta yang dibuat. Isi serta maksud dari akta perjanjian perkawinan 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuatnya, 

sedangkan notaris hanya berwenang menuangkan kehendak serta kesepakatan 

para pihak ke dalam bentuk akta otentik.11 Kehadiran notaris tetap memiliki 

peran sentral dalam memastikan perjanjian tersebut sah, memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna, serta memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak. 

 
 11 Januar Rahmawati, “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin yang dibuat Notaris 

dalam Perkawinan Campuran,” Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apa motif pasangan suami istri membuat perjanjian pemisahan harta 

dalam masa perkawinan di kantor notaris Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana konsep dan implementasi perjanjian pemisahan harta dalam 

masa perkawinan di kantor notaris Kabupaten Bantul dan apakah sejalan 

dengan prinsip perjanjian dan perlindungan hukum? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui motif pasangan suami istri membuat perjanjian 

pemisahan harta dalam masa perkawinan di kantor notaris Kabupaten 

Bantul. 

b. Untuk memahami konsep dan implementasi perjanjian pemisahan harta 

dalam masa perkawinan di kantor notaris Kabupaten Bantul, dan sejalan 

atau tidak dengan prinsip perjanjian dan perlindungan hukum. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum 

perdata dan hukum perkawinan, dengan menyoroti praktik perjanjian 

pemisahan harta yang dilakukan dalam masa perkawinan (postnuptial 

agreement). Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian 
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empiris tentang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015, terutama dalam konteks penerapannya oleh notaris di Kabupaten 

Bantul. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang terlibat dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia. 

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai pentingnya perjanjian perkawinan, khususnya perjanjian pemisahan 

harta, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan antara suami dan istri, tetapi 

sebagai upaya preventif untuk melindungi hak dan kepastian hukum. Bagi 

kalangan notaris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

juga pertimbangan dalam pelaksanaan tugas kenotariatan agar lebih berhati-

hati serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

D. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menyoroti topik 

perjanjian perkawinan, khususnya dalam konteks pemisahan harta pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebagian besar 

penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus 

pada analisis norma hukum yang mengatur perjanjian perkawinan dan 

implikasinya terhadap pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Rahayu Setyowati (2023) 

dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap 

Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perkawinan,” memfokuskan pada akibat 
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hukum yang timbul dari putusan tersebut terutama terhadap kedudukan harta 

bersama dan harta pribadi pasangan suami istri. Maulida menekankan bahwa 

setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pasangan yang telah menikah 

memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk membuat perjanjian 

pemisahan harta yang sebelumnya hanya dapat dilakukan sebelum atau pada 

saat perkawinan dilangsungkan.12 Sementara itu, M. Shidqi (2021) dalam 

tesisnya yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta bagi 

Pasangan Suami Isteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-

XIII/2015 Perspektif Maqasid al-Syari’ah,” meninjau fenomena ini dari 

perspektif hukum Islam. Shidqi menilai bahwa perjanjian pemisahan harta 

pasca perkawinan sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam 

hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan itu 

sendiri. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek 

yuridis dan nilai-nilai moral dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.13 

Kemudian, Lutfina Dwi Mayasari (2020) dalam tesisnya yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” membahas 

pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik hukum perdata di 

Indonesia, khususnya dalam hal keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian 

 
 12 Maulida Rahayu Setyowati, “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pemisahan Harta Kekayaan dalam 

Perkawinan,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Prof Kiai Haji Saifuddin Purwokerto, 

(2023). 

 13 M. Shidqi, “Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta bagi Pasangan Suami Istri dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Perspektif Maqasid al-Syari’ah,” Tesis 

Magister Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021). 
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yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Lutfina menyimpulkan bahwa 

putusan tersebut telah memperluas ruang lingkup kebebasan berkontrak bagi 

pasangan suami istri, sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih kuat 

bagi perlindungan hak atas harta pribadi.14 Sejalan dengan penelitian tersebut, 

ketiganya sama-sama mengkaji implikasi yuridis dari pemisahan harta setelah 

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan 

menitikberatkan pada perubahan norma hukum dan asas kebebasan 

berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. 

Di sisi lain, beberapa penelitian menyoroti fungsi perjanjian 

perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan aspek administratif 

pencatatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rouf dan Nynda 

Fatmawati Octarina (2024) dalam jurnal yang berjudul “Perjanjian 

Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan,” menjelaskan 

bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum 

yang bersifat preventif dan represif terhadap hak-hak pihak dalam 

perkawinan, khususnya perempuan. Penelitian ini menekankan bahwa setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan dapat 

membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun selama perkawinan 

berlangsung, sehingga memberikan jaminan hukum terhadap kepemilikan 

 
 14 Lutfina Dwi Mayasari, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam 

Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015,” Tesis Magister 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2020). 
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harta pribadi.15 Sementara itu, Amanda Rosalia Putri, Mirtelli Luisa, dan 

Farchan Ramadhan Wansita Adhi (2025) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Perlindungan Harta dalam Perkawinan: Pentingnya Pencatatan Perjanjian 

Perkawinan di Indonesia,” menitikberatkan pada pentingnya pencatatan 

perjanjian perkawinan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 

449/PTD/2016/PT.BDG, penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang 

tidak didaftarkan hanya mengikat antara suami dan istri saja.16 Sejalan dengan 

penelitian tersebut, keduanya sama-sama menunjukkan relevansi perjanjian 

perkawinan dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, namun 

masih terbatas pada pembahasan normatif dan administratif. 

Selanjutnya, beberapa penelitian lain memfokuskan 

pembahasannya pada peran notaris dalam pembuatan serta pengesahan 

perjanjian perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Ajis Irjawan 

(2020) dalam tesis yang berjudul “Kewenangan Pengesahan Perjanjian 

Perkawinan oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015,” meneliti bagaimana perubahan kewenangan 

notaris setelah keluarnya putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian 

perkawinan, tidak lagi terbatas pada pengesahan melalui pengadilan 

 
 15 ABD Rauf dan Nynda Fatmawati Octarina, “Perjanjian Perkawinan dalam Upaya 

Perlindungan Hak-Hak Perempuan,” Concept: Journal of Social Humanitiesand Education, Vol. 

3, No. 2 (2024). 

 16 Amanda Rosalia Putri, dkk., “Perlindungan Harta dalam Perkawinan Pentingnya 

Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia,” Jurnal Panorama Hukum, Vol. 10, No. 1 (2025). 
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sebagaimana ketentuan sebelumnya. Perubahan ini memberikan kemudahan 

bagi pasangan suami istri dalam pembuatan akta, sekaligus memperluas peran 

notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum.17 Sementara 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Agung Putra Pratama (2023) dalam tesis 

yang berjudul “Perjanjian Perkawinan yang disahkan oleh Notaris dan Tidak 

dicatatkan pada Disdukcapil bagi Pasangan Non-Muslim,” membahas 

implikasi hukum dari perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh notaris namun 

tidak didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktercatatan perjanjian menimbulkan 

persoalan dalam hal pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak 

ketiga, meskipun akta tersebut sah secara formil karena dibuat oleh notaris.18 

Sejalan dengan penelitian tersebut, keduanya sama-sama memperlihatkan 

bahwa notaris memiliki peran penting tidak hanya sebagai pembuat akta 

autentik, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keabsahan dan kekuatan 

hukum dari perjanjian perkawinan. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Prinsip Perjanjian 

Teori prinsip perjanjian digunakan sebagai dasar untuk memahami esensi dari 

perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan. Dalam hukum perdata, 

 
 17 Tri Ajis Irjawan, “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Pasca 

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” Tesis Magister Universitas 

Hasanuddin Makassar, (2020). 

 18 Agung Putra Pratama, “Perjanjian Perkawinan yang disahkan oleh Notaris dan Tidak 

dicatatkan pada Disdukcapil bagi Pasangan Non-Muslim,” Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya 

Indralaya, (2023). 
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perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang melahirkan 

hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip-prinsip dasar 

perjanjian menjadi fondasi penting untuk menilai sahnya suatu perjanjian, 

pelaksanaan isi perjanjian, serta akibat hukumnya bagi para pihak. 

Menurut Subekti, suatu perjanjian pada hakikatnya adalah peristiwa di 

mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.19 Dari pengertian ini lahirlah asas-asas 

penting dalam hukum perjanjian, diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas 

konsensualisme, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda, dan asas 

kepribadian. 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada 

setiap individu maupun badan hukum untuk membuat perjanjian sesuai 

dengan kepentingan dan juga kebutuhannya, sepanjang itu tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ketentuan ini 

sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak bebas 

untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa, serta 

isi, bentuk, dan pelaksanaannya. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, asas kebebasan berkontrak 

merupakan konsekuensi dari asas konsensualisme dan asas pacta sunt 

 
 19 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm. 1. 
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servanda. Asas ini menekankan bahwa setiap orang bebas menentukan isi 

perjanjiannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan, maupun ketertiban umum, sebagai cerminan dari sistem 

terbuka dalam Buku ke-III KUHPerdata.20 

b. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah 

apabila telah tercapai kesepakatan atau konsensus antara para pihak yang 

membuatnya. Menurut Ashman,21 asas ini berakar dari hukum kanonik 

yang tercermin dalam Dekret Paus Gregorius IX ‘Pacta quantumcumque 

nuda servanda sunt,’ yang berarti bahwa setiap kesepakatan, meskipun 

tidak disertai sumpah, tetap harus dipenuhi. Asas konsensualisme 

merupakan syarat mutlak dalam hukum perjanjian modern karena menjadi 

dasar terciptanya kepastian hukum. Suatu perjanjian lahir cukup dengan 

adanya kesepakatan mengenai hal-hal pokok tanpa memerlukan 

formalitas tertentu, meskipun untuk memperkuat kepastian hukum, 

kesepakatan tersebut sering dituangkan dalam bentuk akta autentik. Asas 

ini tercermin dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata 

yang menegaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya persetujuan 

para pihak, tanpa harus memenuhi bentuk formal lainnya.22 

 
 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 129. 

 21 Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum 

Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 

95. 

 22 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1992), hlm. 5. 
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c. Asas Itikad Baik 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, prinsip itikad baik menjadi asas yang 

mendasarinya. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian harus dijalankan dengan 

itikad baik. Hal ini berarti bahwa para pihak wajib melaksanakan 

perjanjian dengan niat yang jujur serta memperhatikan norma-norma, adat 

istiadat, dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai wujud pemenuhan 

asas keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata. 

Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada 

hal-hal yang secara tegas disebutkan di dalamnya, tetapi juga mencakup 

segala sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, moral, maupun 

kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.23 

d. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, 

perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat yang memaksa 

sebagaimana peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1338 

ayat (1) dan Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian tidak hanya mengikat 

hal-hal yang secara tegas disepakati, tetapi juga kewajiban yang timbul 

dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. 

Menurut Soetikno, sebagaimana dikemukakan Grotius, pacta sunt 

servanda merupakan prinsip kesetiaan terhadap janji yang menjadi dasar 

 
 23 Soeyono dan Hj. Siti Ummah, Hukum Kontrak, (Semarang: Universitas Sultan Agung, 

2003), hlm. 3. 



17 
 

 
 

keberlakuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, setiap perjanjian yang 

dibuat sesuai Pasal 1320 KUHPerdata bersifat mengikat dan tidak dapat 

diubah oleh hakim atau pihak ketiga demi menjaga kepastian hukum.24 

e. Asas Kepribadian 

Asas kepribadian merupakan salah satu asas penting dalam hukum 

perjanjian selain keempat asas utama lainnya. Asas ini berfungsi untuk 

menjamin keabsahan perjanjian serta menegaskan pihak-pihak yang 

terikat di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1315 dan Pasal 1340 

KUHPerdata, pada dasarnya seseorang hanya dapat mengikatkan diri atas 

nama dan untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian, suatu 

perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang 

membuatnya, tidak bagi pihak ketiga, kecuali apabila ditentukan lain 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 1318 

KUHPerdata memperluas tanggung jawab perjanjian hingga kepada ahli 

waris para pihak, kecuali apabila sifat perjanjian tersebut bersifat sangat 

pribadi dan berakhir ketika salah satu pihak meninggal dunia.25 

Dengan menggunakan teori prinsip perjanjian ini, penelitian 

diharapkan mampu menganalisis bagaimana prinsip-prinsip dasar 

perjanjian diterapkan ke dalam praktik pembuatan perjanjian pemisahan 

 
 24 Yassir Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak,” 

Jurnal Rechtens, Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 31-32. 

 25 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2021), hlm. 72. 
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harta di kantor notaris, serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat 

menjamin kepastian keadilan hukum bagi para pihak yang terlibat. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan 

sebagai tempat berlindung atau tindakan untuk melindungi, yang dapat 

berupa cara, proses, maupun tindakan dalam memberikan rasa aman. Adapun 

hukum didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah atau yang berlaku secara mengikat bagi seluruh masyarakat dalam 

suatu negara. 

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan 

upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan 

kepadanya kekuasaan tertentu melalui hak asasi manusia, sehingga ia dapat 

bertindak demi kepentingannya tersebut.26 Sementara pandangan ahli hukum 

lain mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan untuk 

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan 

memanfaatkan perangkat hukum yang berlaku.27 Philipus M. Hadjon juga 

membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum 

preventif memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan 

keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh 

 
 26 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2006), 

hlm. 121. 

 27 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2011), hlm. 10. 
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bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa serta 

mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. 

Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan 

sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui mekanisme peradilan.28 

Pada hakikatnya, salah satu sifat dan tujuan hukum adalah 

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui pengaturan yang 

menjamin keabsahan serta kekuatan mengikat perjanjian tersebut.29 

F. Metode Penelitian 

Secara etimologis, istilah penelitian merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris research, yang berasal dari kata re (kembali) dan search (mencari), 

sehingga secara harfiah dimaknai sebagai kegiatan mencari kembali.30 Dalam 

pengertian yang lebih substantif, penelitian merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis, terencana, dan cermat untuk menyelidiki suatu 

permasalahan dengan menghimpun fakta-fakta guna memperoleh kebenaran 

ilmiah. 

Kebenaran dalam ranah ilmu pengetahuan diperoleh melalui 

penggunaan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

 
 28 Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk 

Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,” Disertasi Doktor Universitas 

Brawijaya Malang, (2010), hlm. 18. 

 29 Shidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke-Indonesia-an,”  Disertasi 

Doktor Universitas Katolik Parahyangan Bandung, (2004), hlm. 112. 

 30 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), hlm. 4. 
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akademik. Metode penelitian merupakan seperangkat prosedur atau langkah-

langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, yang 

meliputi perumusan masalah, analisis data, penarikan kesimpulan, serta 

perumusan solusi atas permasalahan yang dikaji.31 Oleh karena itu, guna 

memberikan arah dan kejelasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

menguraikan unsur-unsur yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai 

berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 

dukungan studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan 

dilakukan dengan mengkaji fenomena secara langsung dalam konteks 

alaminya melalui wawancara dengan notaris mengenai bagaimana praktik 

pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan, sehingga data 

yang diperoleh bersifat empiris dan mecerminkan kondisi nyata di lapangan.32 

Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah berbagai sumber 

literatur, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil 

penelitian terdahulu yang relevan, guna memperoleh landasan teoritis dan 

normatif dalam menganalisis 

2. Sifat Penelitian 

 
 31 Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15. 

 32 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara rinci praktik perjanjian pemisahan harta serta 

menganalisisnya dengan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini tidak 

hanya mendeskripsikan fakta empiris dari hasil wawancara dengan notaris, 

tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan makna dan relevansinya 

sebagai upaya perlindungan hukum. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-

empiris. Pendekatan ini memadukan analisis normatif terhadap peraturan 

perundang-undangan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data 

primer.33 Secara yuridis, hukum dipahami sebagai norma (das sollen) yang 

tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,34 seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, serta regulasi lain yang berkaitan dengan perjanjian 

perkawinan. 

Sementara itu, secara empiris hukum tidak hanya dilihat sebagai 

seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku dan praktik yang 

berkembang dalam masyarakat.35 Oleh sebab itu, penelitian ini dilengkapi 

dengan penggalian data lapangan melalui wawancara dengan notaris 

 
 33 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 

2004), hlm. 134. 

 34 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20. 

 35 Erry Agus Priyono, Metodologi Penelitian Hukum, (Semarang: Universitas 

Diponegoro, 2003), hlm. 12. 
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mengenai praktik pembuatan akta perjanjian pemisahan harta dalam masa 

perkawinan. Melalui pendekatan yuridis-empiris ini, penelitian diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan 

perjanjian pemisahan harta serta kesesuaiannya dengan prinsip perjanjian dan 

perlindungan hukum. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama tanpa perantara.36 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan seorang notaris yang berpraktik di 

Kabupaten Bantul. Notaris tersebut dipilih karena memiliki kewenangan 

serta pengalaman langsung dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan 

harta dalam masa perkawinan, sehingga informasi yang diberikan bersifat 

faktual, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya.37 Data ini dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta regulasi terkait 

 
 36 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), hlm. 79. 

 37 Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian,” Jurnal 

Edu Research, Vol. 5, No. 3 (2014), hlm. 113. 
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lainnya, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya 

akademik yang relevan. Data sekunder tersebut digunakan sebagai 

landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan yang 

diteliti. 

5. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan bagian penting dalam metodologi penelitian 

karena berkaitan dengan ketepatan pemilihan subjek penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif, khususnya pendekatan yuridis-empiris dengan studi 

kasus, fokus utama terletak pada kedalaman data dan ketepatan informan, 

bukan pada jumlah sampel atau representasi statistik. Secara umum, teknik 

sampling dibedakan menjadi probability sampling dan nonprobability 

sampling. Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling 

dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Purposive sampling dilakukan dengan memilih subjek yang dinilai 

memiliki pengalaman dan pemahaman langsung terhadap objek penelitian. 

Tidak seluruh anggota populasi dijadikan informan, melainkan hanya pihak 

yang memenuhi karakteristik substantif sesuai fokus penelitian.38 Populasi 

dalam penelitian ini adalah notaris di Kabupaten Bantul. Setelah dilakukan 

penjajakan terhadap beberapa notaris, diperoleh informasi bahwa tidak semua 

notaris pernah menangani perjanjian pemisahan harta dalam masa 

perkawinan, serta tidak seluruhnya bersedia menjadi narasumber penelitian. 

 
 38 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 153-154. 
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Berdasarkan proses tersebut, hanya satu notaris yang memenuhi kriteria 

penelitian, yaitu: 

a. Pernah membuat perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan; 

b. Memiliki pengalaman praktik langsung terkait objek penelitian; 

c. Bersedia memberikan data dan informasi untuk kepentingan penelitian. 

Pemilihan satu notaris sebagai informan tidak dimaksudkan untuk 

mewakili seluruh notaris di Kabupaten Bantul. Penelitian ini tidak bertujuan 

melakukan generalisasi terhadap keseluruhan notaris di wilayah tersebut, 

melainkan untuk menganalisis praktik konkret secara mendalam sesuai 

karakter pendekatan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua cara utama, yaitu: 

a. Wawancara 
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab 

secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi 

yang relevan dengan permasalahan penelitian.39 Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan secara langsung dengan seorang notaris di 

Kabupaten Bantul mengenai praktik pembuatan perjanjian pemisahan 

harta dalam masa perkawinan, menggunakan pedoman pertanyaan yang 

telah disusun sebelumnya. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis 

yang relevan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-

undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil 

penelitian terdahulu.40 Sumber yang dikaji antara lain Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, serta regulasi terkait lainnya. Studi ini bertujuan untuk 

memberikan landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis data yang 

diperoleh dari wawancara. 

7. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

menguraikan dan menafsirkan data hasil wawancara yang dikaitkan dengan 

 
 39 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 

155. 

 40 Yoyo Zakaria Ansori, “Islam dan Pendidikan Multikultural,” Jurnal Cakrawala 

Pendas, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 111-112. 



26 
 

 
 

ketentuan normatif dari studi kepustakaan.41 Analisis dilakukan untuk 

menjelaskan praktik perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan, 

motif pembuatannya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perjanjian 

dan perlindungan hukum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, 

penulis menyusun sistematika pembahasan skripsi ke dalam lima bab 

sebagaimana akan penulis paparkan di bawah ini. 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian 

mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa 

penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain itu, bab ini juga mencakup 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai pokok 

permasalahan yang diteliti serta arah dan fokus penelitian. 

Bab kedua merupakan bab mengenai perjanjian perkawinan dalam 

peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab ini 

membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan 

di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab ini juga 

menguraikan perkembangan hukum setelah adanya Putusan Mahkamah 

 
 41 Tantang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Rajawali, 1998), hlm. 

98. 
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Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka ruang bagi pasangan 

suami istri untuk membuat perjanjian pemisahan harta dalam masa 

perkawinan. Pembahasan ini memberikan landasan normatif mengenai dasar 

hukum dan implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan. 

Bab ketiga merupakan bab mengenai praktik perjanjian pemisahan 

harta di Kantor Notaris Kabupaten Bantul. Pembahasan difokuskan pada 

gambaran empiris mengenai jumlah perjanjian yang dibuat, prosedur 

pembuatan perjanjian pemisahan harta, motif para pihak, isi dan klausul 

perjanjian, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta 

perjanjian perkawinan. Selain itu, bab ini juga menguraikan penerapan 

konsep perjanjian pemisahan harta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan data primer hasil wawancara dengan 

notaris di Kabupaten Bantul. 

Bab keempat merupakan bab yang mengkaji bagaimana implikasi 

yuridis perjanjian pemisahan harta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum 

perjanjian, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para 

pihak. Bab ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik perjanjian 

pemisahan harta telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

bagi para pihak. 

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya, serta saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif. Kesimpulan 
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disusun berdasarkan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya, sementara saran 

ditujukan bagi pihak-pihak terkait seperti notaris, pasangan suami istri, 

maupun pembuat kebijakan agar pelaksanaan perjanjian pemisahan harta 

dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motif pasangan suami istri membuat perjanjian pemisahan harta dalam 

masa perkawinan di Kantor Notaris Kabupaten Bantul tidak semata-mata 

didorong oleh kekhawatiran akan perceraian. Motif yang paling dominan 

berkaitan dengan kebutuhan perlindungan atas harta pribadi, kepentingan 

administratif, pengelolaan usaha, serta upaya menghindari risiko hukum 

yang mungkin timbul dari perbuatan hukum salah satu pihak. Dalam 

praktiknya, pasangan yang telah menjalani perkawinan selama beberapa 

tahun cenderung menyadari pentingnya kepastian hukum atas status harta, 

terutama ketika harta tersebut telah digunakan atau dikembangkan 

bersama. Motif ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang 

masyarakat terhadap perjanjian perkawinan, dari yang sebelumnya 

dianggap tabu menjadi instrumen hukum yang bersifat preventif. 

2. Konsep perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan yang 

diterapkan di Kantor Notaris Kabupaten Bantul berpedoman pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang 

bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah 

perkawinan berlangsung. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut pada 

umumnya mengatur pemisahan harta yang diperoleh setelah perjanjian 
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ditandatangani, sedangkan harta yang telah ada dan tercampur sebelum 

perjanjian dibuat tetap diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, kecuali disepakati lain secara tegas oleh para pihak. 

Implementasi perjanjian dilakukan melalui pembuatan akta autentik oleh 

notaris dengan mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan kehati-

hatian dalam menentukan ruang lingkup harta yang dipisahkan. Dari sisi 

prinsip perjanjian, praktik ini telah mencerminkan asas kebebasan 

berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas pacta sunt 

servanda, serta asas kepribadian. Perjanjian pemisahan harta juga 

memberikan perlindungan hukum dengan menciptakan kejelasan 

mengenai status harta yang diperoleh setelah perjanjian dibuat, baik 

dalam hubungan antara suami dan istri maupun dalam kaitannya dengan 

pihak ketiga. 

B. Saran 

1. Bagi pembentuk kebijakan 

Diperlukan pengaturan teknis yang lebih rinci terkait mekanisme 

pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam masa perkawinan agar 

terdapat keseragaman praktik dan kepastian hukum, khususnya 

mengenai penentuan status harta yang telah bercampur sebelum 

perjanjian dibuat. 

2. Bagi notaris 

Notaris diharapkan dapat memberikan penjelasan hukum secara 

komprehensif kepada para pihak sebelum perjanjian ditandatangani, 
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terutama mengenai akibat hukum perjanjian pemisahan harta terhadap 

harta yang telah ada, harta yang akan diperoleh di kemudian hari, serta 

implikasinya terhadap pihak ketiga. 

3. Bagi masyarakat 

Pasangan suami istri diharapkan memiliki pemahaman bahwa 

perjanjian pemisahan harta bukan bentuk ketidakpercayaan dalam 

perkawinan, melainkan sarana hukum untuk menjaga kejelasan hak 

dan kewajiban, serta mencegah adanya sengketa di kemudian hari. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian lanjutan dapat mengkaji perjanjian pemisahan harta dari 

perspektif lain, seperti efektivitas pencatatannya, dampaknya terhadap 

pihak ketiga, atau perbandingan praktik antar daerah, sehingga kajian 

mengenai perjanjian perkawinan menjadi lebih komprehensif.
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